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 This article aims to describe how the role of interreligious community in 
preventing human trafficking as the dialog of life in Kupang. The method used in 
this research was qualitative which was done through observation, deeper 
interview and some secondary data. The result of this research shows that 
interreligious community in Kupang has been working together on this issue. 
However it is not a dialogue of life, rather it is more like a mix between dialogue 
of action and dialogue of life. Therefore my recommendation would be the 
interreligious community need to work more on bring into reality the idea of 
dialogue of life, so every parties that take part in the cooperation will not wait for 
who will go first in term of preventing, instead having the same openness spirit in 
neighborhood and support each other in dealing with humanity issues, which in 
this case preventing human trafficking.  
Keywords: Human Trafficking, Interreligious Community, Dialogue of Life.  
ABSTRAK 
 Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan peran kerjasama lembaga 
lintas agama dalam mencegah human trafficking di Kota Kupang. Metode yang 
digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dimana untuk mendapatkan data 
penulis melakukan observasi, wawancara mendalam dan pengumpulan data 
sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasannya sudah ada kerjasama yang 
terjalin antar lembaga lintas agama sejauh ini adalah perpaduan antara dialog aksi 
dan dialog kehidupan. Sehingga rekomendasi penulis adalah bagi lembaga-
lembaga yang terlibat dalam dialog ini agar dapat mewujudkan dialog kehidupan 
sehingga tidak ada lagi kesan saling menunggu untuk siapa yang harus terlebih 
dahulu melakukan program-program pencegahan, melainkan bersama-sama 
memiliki semangat keterbukaan dan hidup bertetangga saling berbagi suka 
maupun duka dalam kepedulian akan persoalan-persoalan kemanusiaan dalam hal 
ini human trafficking.  
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1. Pengantar  
 
Artikel ini membahas tentang bagaimana peran kerjasama lembaga lintas 
agama dalam mencegah human trafficking di Kota Kupang. Definisi human 
trafficking menurut PBB adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, 
penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan 
kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, 
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima 
bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai 
wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.
1
 Menurut data salah satu 
Lembaga Swadaya Masyarakat yakni Rumah Perempuan Kupang yang penulis 
dapatkan melalui wawancara, sejak tahun 2009-2014 ada 53 kasus yang terjadi 
pada anak dan 194 kasus yang terjadi pada orang dewasa sehingga totalnya adalah 
247 kasus. Dalam upaya pencegahan tindak kejahatan kemanusiaan ini, ada 
metode yang efektif yang dapat diterapkan di Kota Kupang, yakni dialog yang 
dijalin antara lembaga swadaya masyarakat dengan lembaga keagamaan. 
Berdasarkan Pontifical Council for Interreligious Dialogue ada 4 bentuk dialog 
yakni: Dialog Kehidupan (Dialogue of Life) dimana manusia berjuang untuk 
hidup dalam semangat keterbukaan dan bertetangga dengan baik, berbagi suka 
dan duka, persoalan kemanusiaan dan persoalan-persoalan kehidupan, dialog aksi 
(Dialogue of Action) dimana penganut agama Kristen dan penganut agama yang 
lain saling bekerjasama untuk peningkatan martabat dan kebebasan manusia, 
dialog teologi (Dialogue of Theological Exchange) dimana para ahli berusaha 
untuk memperdalam pemahaman akan agama lain dan menghargai nilai-nilai 
spiritual masing-masing, dan dialog pengalaman (Dialogue of Religious 
Experience) dimana orang-orang yang beragama berbagi tentang pengalaman 
spiritual dalam hal ini tentang berdoa, dan kontemplasi, iman dan cara mereka 
memahami hubungannya dengan Tuhan atau yang Maha Kuasa.
2
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 Protokol PBB tahun 2000 untuk Mencegah, Menanggulangi, dan Menghukum 
Trafficking terhadap Manusia, khususnya perempuan dan anak-anak; Suplemen Konvensi PBB 
mengenai Kejahatan Lintas Batas Negara. 
2
 Pontifical Council for Interreligious Dialogue,”Dialogue and Proclamation” 




Urgensi artikel ini adalah untuk melihat secara lebih dekat persoalan 
human trafficking di Kota Kupang dan bagaimana lembaga lintas agama 
bekerjasama untuk mencegahnya. Hal ini dianggap penting sebab persoalan 
perdagangan orang sudah begitu menjalar di kota Kupang bahkan NTT, oleh 
karenanya sangat penting bagi semua pihak untuk dapat bersinergi dan berusaha 
untuk mencegahnya. Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang 
adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena 
dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi 
komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.
3
Dalam 
pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara mendalam 
dengan narasumber yang berkaitan dengan upaya pencegahan tindakan 
perdagangan orang yang dilakukan oleh lembaga lintas agama. Selain itu penulis 
memperlengkapi data lapangan dengan observasi dan data sekunder.  
Artikel ini berusaha menjawab pertanyaan penelitian bagaimana peran 
komunitas lintas agama dalam mencegah tindakan penjualan manusia di Kupang 
dan bagaimana kerjasama lembaga lintas agama anti-human trafficking dapat 
menjadi bentuk dialog kehidupan. Dengan teori-teori seputar dialog antaragama 
yang didalamnya juga membahas tentang dialog kehidupan dan juga definisi 
tentang human trafficking. Penulis berpendapat bahwa bentuk kerjasama yang 
sejauh ini telah terjalin antar lembaga lintas agama maupun dengan lembaga 
swadaya masyarakat dalam rangka mencegah tindakan kejahatan human 
trafficking di Kota Kupang adalah percampuran antara dialog aksi dan dialog 
kehidupan, karena mereka memiliki semangat untuk bersama-sama menjalankan 
tanggungjawab etis dan mereka memulai dialog mereka bukan dari meja 
melainkan dari praksis. Dan hingga saat ini berbagai bentuk kerjasama terus 
diupayakan oleh semua pihak demi kota Kupang secara khusus dan NTT secara 
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 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial (Jakarta: 




2. Human Trafficking dan Dialog Kehidupan 
2.1 Human Trafficking sebagai Bentuk Perbudakan Moderen 
Dalam bahasa Indonesia, istilah Human Trafficking diterjemahkan sebagai 
Perdagangan Orang. Istilah perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 
21 Tahun 2007 adalah Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, 
pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, 
penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 
penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi 
bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang 
memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara 




Human Trafficking berhubungan dengan eksploitasi dan diskriminasi 
terhadap manusia. Menurut Meggy Lee dalam Introduction: Understanding 
Human Trafficking mengungkapkan bahwsannya perdagangan orang mempunyai 
kaitan historikal dengan perdagangan dan eksploitasi orang-orang kulit hitam asal 
Afrika pada abad-abad yang telah berlalu, ketika penjualan budak oleh para 
kolonial dianggap sah menurut hukum tetapi juga sangat didukung penuh oleh 
pihak kerajaan.
5
 Lebih lanjut menurutnya, perdagangan orang berkaitan dengan 
beberapa hal salah satunya yakni, perbudakan dimana seringkali perdagangan 
orang dikaitkan dengan perbudakan, meskipun bukan dalam bentuk yang lama, 
tetapi para ahli menganggap bahwa ada hubungan paralel antara bentuk 
perbudakan tradisional dan moderen dimana kerentanan manusia digunakan 
sebagai keuntungan untuk diperdagangkan layaknya komoditi dalam bentuk 
perbudakan zaman sekarang. Dari pandangan ini, perdagangan orang tidak 
ditandai dengan kepemilikan legal atas diri seseorang oleh satu pihak, tetapi oleh 
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 Henny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang:Kebijakan Hukum Pidana dan 
Pencegahannya (Jakarta:   Sinar Grafika, 2011), 98. 
5




kepemilikan sementara, hutang, buruh yang dipaksa, dan kontrak kerja yang 
memungkinkan eksplotasi secara berlebihan.
6
 
Pada dasarnya tidak ada pembatasan bahwa perdagangan orang hanya 
terkait dengan jenis kelamin atau usia tertentu. Perdagangan orang bukanlah 
fenomena baru di Indonesia, dan meskipun kriminalisasi perdagangan orang ini 
dapat terkait dengan siapa saja, tetapi seringkali mengidentikannya dengan 
perdagangan perempuan dan anak. Ini cukup beralasan bahwa karena pada banyak 
kasus, korban perdagangan orang terdiri dari perempuan dan anak yang lebih 
menonjol ke permukaan.
7
 Berdasarkan fakta ini kemudian dapat dieloborasi lebih 
mendalam lagi tentang penyebab terjadinya perdagangan orang di Indonesia. Dari 
pihak trafficker sendiri yang membuat mereka memiliki peluang terjun ke dalam 
bisnis ini adalah karena adanya permintaan (demand) terhadap pekerjaan di sektor 
informal yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah 
relatif rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit. Selain itu dari 
sisi ekonomi bisnis seperti ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar 
serta adanya celah hukum yang menguntungkan para trafficker yaitu kurangnya 
penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam mengadili pelaku perdagangan 
orang, termasuk pemilik/pengelola/perusahaan pengerah tenaga kerja, sehingga 
mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan orang.
8
  
Gagasan bahwa kemiskinan dan kerentanan telah dilihat dengan jelas dalam 
beberapa studi sebagai penyebab utama terjadinya perdagangan orang dan bentuk 
perbudakan lainnya. Secara lebih spesifik, dijelaskan bahwa kurangnya lapangan 
pekerjaan dan kurang efektifnya pengelolaan sumber daya yang ada kemudian 
merujuk pada terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
9
 Apakah perbudakan 
merupakan hal yang biasa? Jawaban etisnya `tentu tidak'. Bagaimana mungkin 
perbudakan tetap eksis dalam waktu yang berbeda, dan dalam ruang yang sama? 
Dan manusia yang berbeda yang mewarisi DNA para leluhurnya tidak mampu 
membedakan antara `tenaga kerja' dan `perdagangan orang' (human trafficking). 
                                                          
6
 Lee, Human Trafficking, 17.  
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 Nuraeny, Tindak Pidana, 99. 
8
 Nuraeny, Tindak Pidana, 111. 
9
 Maria Fernanda Perez Solla, “Slavery and Human Trafficking International Law and the 





Padahal, perdagangan orang inilah yang biasa disebut sebagai perbudakan 
moderen (modern slavery). Dalam kajian sosiologi, orang menyebut perbedaan 
perspektif ini menjelaskan kontradiksi kelas tergambar yang tampak lewat 
perspektif yang dipakai.
10
 Di masa moderen, perbudakan mempunyai wajah yang 
berbeda yang dikenal sebagai Human Trafficking.
11
  
Human Trafficking  menjadi sebuah persoalan bersama karena ini 
berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Manusia sendiri 
adalah makhluk sosial (zoon politicon). Konsekuensi dari eksistensi manusia 
sebagai makhluk sosial adalah perlunya diciptakan suatu hubungan antara 
manusia yang satu dengan yang lainnya. Kondisi ini dapat diwujudkan melalui 
saling menghormati dan menghargai diantara mereka terkandung adanya hak dan 
kewajiban. Dari berbagai hak yang melekat pada manusia, ada hak yang sangat 
fundamental dan mendasar yang diberikan kepada manusia sejak lahir sehingga 
keberadaanya merupakan suatu keharusan, tidak dapat diganggu gugat, bahkan 
harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan yaitu hak asasi manusia. Hak Asasi 
Manusia (HAM) adalah hak kodrati manusia, begitu manusia dilahirkan, langsung 
hak asasi itu melekat pada dirinya sebagai manusia sehingga tidak dapat dicabut 
oleh siapapun, sebab pencabutan hak asasi manusia berarti hilangnya sifat 
kemanusiaan yang ada pada diri manusia itu sendiri. Dalam konteks hak asasi 
manusia keberadaan manusia yang memiliki hak dan kewajibannya masing-
masing tidak dapat dipandang sebagai individu yang berdaulat yang dapat 
mempertahankan hak serta kewajibannya secara mutlak, melainkan haruslah 
dipandang sebagai personal sosial yaitu suatu oknum pribadi sosial yang dibina 
oleh masyarakat, dan hidup terikat dengan oleh masyarakat, serta mengendalikan 
hak asasi dan hak-hak lain dimana hak itu timbul karena hak hidupnya dalam 
masyarakat dan penggunaannya harus diselaraskan dengan kepentingan umum 
masyarakat pula.
12
 Adanya pengakuan atas hak asasi manusia atas negara 
berdampak pada perlunya diupayakan perlindungan terhadap hak-hak rakyat dari 
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 Dominggus E. Li,”Metamorfosis Perbudakan I,” Pos Kupang, January 16, 2017, 
diakses Juni 30, 2017, http://kupang.tribunnews.com/2017/01/16/metamorfosis-perbudakan-i.html.  
11
 Nur Iman Subono, diedit., Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Jakarta: 
Yayasan Jurnal Perempuan, 2000), 221.  
12
 St. Harun Pudjiarto RS, Hak Asasi Manusia: Kajian Filosofis dan Implementasinya 




berbagai tindakan yang dapat merugikan manusia itu sendiri baik dilakukan oleh 
manusia lainnya maupun oleh pemerintah.  
Dalam kerangka perdagangan manusia, banyak hak asasi yang seringkali 
diabaikan bahkan dilanggar antara lain: hak untuk hidup, hak atas kebebasan, hak 
untuk tidak diberlakukan secara berbeda (non diskriminasi), padahal setiap 
manusia mempunyai hak untuk mempertahankan hidupnya dari berbagai 
gangguan ataupun ancaman yang menimpa dirinya, baik yang berasal dari 
manusia lainnya maupun pemerintah. Oleh karena itu, segala bentuk ancaman dan 
gangguan pada diri manusia, pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap 
hak asasi manusia. Begitu pula segala bentuk pembiaran (sikap berdiam diri) yang 
dilakukan oleh perorangan terlebih oleh pemerintah terhadap adanya ancaman 
atau gangguan yang dialami oleh seseorang pada hakikatnya juga merupakan 
bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia.  
2.2 Kerjasama Lembaga Lintas Agama sebagai Bentuk Dialog Kehidupan 
Sebuah dialog yang nyata mensyaratkan komitmen dari masing-masing 
pihak untuk mengapresiasi perbedaan dan saling belajar untuk memberikan 
kontribusi bagi komunitas masing-masing. Menurut Maurice Friedman dalam The 
Dialogue of Touchstones an Approach to Interreligious Dialogue mengatakan 
bahwa dialog merupakan pembicaraan yang terbuka dari hati ke hati dan 
tanggapan antara beberapa pihak yang berbeda agamanya. Tujuannya bukan untuk 
mencari kesepakatan, dan juga berani untuk mentolerir perbedaan bahkan 
pertentangan. Dialog menghormati pengalaman yang lain, menghargai “kelompok 
yang lain” yang tidak mementingkan mitologi yang sama. Cara menjadi setia dan 
berbeda di waktu yang sama menuntun pada konfirmasi yang sama dari kenyataan 
dialog batu uji, yang kemudian menawarkan pilihan ketiga yakni absolutisme dan 
relativisme. Persekutuan yang telah berkomitmen dan berdialog antar denominasi, 
yang merujuk pada kesetiaan yang plural yang tidak memaksakan bahwa pada 
dasarnya semua agama itu sama dan memiliki tujuan yang sama.
13
 Dialog yang 
dilakukan dapat mempertemukan berbagai pihak dari berbagai latar belakang 
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 Maurice Friedman, Dialogue and Syncretism: An Interdisciplinary Approach 




agama, suku, budaya, dan bahasa yang berbeda, untuk kemudian bersama-sama 
merumuskan langkah yang akan ditempuh kedepannya. Dalam diskusi tentang 
dialog antaragama maka pembicaraan tentang peran agama-agama harus 
ditempatkan pada konteks persoalan global yang dihadapi bangsa manusia pada 
abad 21. Dialog perlu ditempatkan pada tantangan-tantangan dan kesempatan 
yang dihadapi bangsa manusia pada milennium ketiga.  
Dari semuanya itu yang terpenting adalah keharusan untuk merumuskan 
problematik kemanusiaan bersama, serta mencari peran agama yang paling 
relevan untuk memecahkan soal tersebut. Dan pada akhirnya harkat dan martabat 
manusia menjadi kriteria yang pertama dan utama dari setiap tindakan manusia 
lewat keputusan-keputusannya yang rumit dan sulit dipahami.
14
 Dialog itu sendiri 
memiliki beberapa bentuk yakni cara di mana dialog itu diungkapkan. Istilah cara 
di sini tidak hanya menunjuk pada arti metode atau aturan prinsip-prinsip 
dijalankannya dialog, melainkan juga mencakup arti objek atau tema yang 
didialogkan.
15
 Salah satu bentuknya yaitu dialog kehidupan. Dialog kehidupan ini 
terjadi dalam kehidupan bersama sehari-hari, dimana orang-orang dengan iman 
yang berbeda-beda mengalami situasi yang sama, suka dan duka, kecemasan dan 
pengharapan bersama.
16
 Berdasarkan Pontifical Council for Interreligious 
Dialogue ada 4 bentuk dialog yakni:  
a. Dialog Kehidupan (Dialogue of Life) dimana manusia berjuang untuk 
hidup dalam semangat keterbukaan dan bertetangga dengan baik, 
berbagi suka dan duka, persoalan kemanusiaan dan personal-persoalan 
kehidupan. 
b. Dialog Aksi (Dialogue of Action) dimana penganut agama Kristen dan 
penganut agama yang lain saling bekerjasama untuk peningkatan 
martabat dan kebebasan manusia.  
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c. Dialog Teologi (Dialogue of Theological Exchange) dimana para ahli 
berusaha untuk memperdalam pemahaman akan agama lain dan 
menghargai nilai-nilai spiritual masing-masing. 
d. Dialog Pengalaman (Dialogue of Religious Experience) dimana orang-
orang yang beragama berbagi tentang pengalaman spiritual dalam hal 
ini tentang berdoa, dan kontemplasi, iman dan cara mereka memahami 
hubungannya dengan Tuhan atau yang Maha Kuasa.
17
 
Knitter dalam Global Responssibility and Interreligious Dialogue: 
Searching for Common Ground membahasakan dialog kehidupan sebagai globally 
responssible dialogue atau dialog tanggungjawab global. Dalam dialog 
tanggungjawab global ini, orang-orang beragama memulai percakapan religius 
mereka secara non-religius. Mereka tidak mulai berbicara tentang persoalan 
keagamaan terlebih dahulu; mereka memulai dengan etika. Mereka bertanya 
kepada masing-masing apa yang perlu mereka lakukan bersama-sama. Jadi pada 
dasarnya mereka mulai dengan praksis, dengan tindakan bersama, dengan 
komitmen untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi bersama, dengan 
usaha berbincang bersama tentang bagaimana solusi-solusi yang berbeda dari 




Dialog dapat dilakukan melalui diskusi formal dan tindakan. Izak Lattu 
menekankan bahwa dialog antaragama dapat dicapai melalui dua cara, yakni 
dialog sebagai percakapan dan dialog praksis. Percakapan adalah dasar dari dialog 
teologi dan dialog pengalaman iman, sedangkan di sisi lain dialog kehidupan dan 
dialog aksi dimulai dari tindakan. Mulai dari permasalahan bersama, bentuk 
dialog antaragama ini mengembangkan perhatian kepada persoalan sosial dan 
kultural dari berbagai komunitas antaragama. Dialog sebagai praksis terbuka 
kepada semua lapisan masyarakat untuk berinteraksi dalam ikatan masyarakat. 
Dialog antaragama yang berbasis tindakan tidak menggunakan ruangan formal, 
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namun menggunakan ruang publik terbuka. Sebagai hasilnya, bentuk dialog ini 
mewakili semangat yang ada, yang mana juga berdampak bukan saja kepada 
pelakunya tetapi juga kepada penontonnya.
19
 
Dialog kehidupan merupakan dialog yang dimulai dari praksis, dimana 
pihak-pihak yang ikut mengambil bagian didalamnya menyatukan komitmen 
untuk dapat memberikan sumbangsih positif dalam penyelesaian masalah-masalah 
bersama. Hal ini dimulai terlebih dahulu dari pemahaman bahwa ada banyak 
permasalahan bersama, seperti kemanusiaan, ekologi dan sebagainya yang 
menuntut perhatian penganut agama manapun, dengan berbagai doktrin yang 
berbeda untuk mulai memikirkan apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal-
hal tersebut. Cara mereka merespons mungkin berbeda, juga alasan dibalik 
respons itu pun pasti berbeda. Namun dibalik semuanya itu mereka mendapatkan 
semacam panggilan untuk menyelesaikan semua tanggungjawab itu. Rahner 
menjelaskan bahwa orang-orang beragama ini menemukan sesuatu yang sama, 
bukan di dalam masing-masing agama tetapi di depan semua agama. Orang-orang 
beragama ini bukan mencari sebuah benang yang sama, tetapi mereka menemukan 
dan merasa terpanggil oleh tanggungjawab etis bersama.
20
 Pada akhirnya Rahner 
kembali menegaskan bahwa sebuah dialog antaragama yang dipelihara oleh 
tindakan etis bersama ternyata lebih berkualitas daripada dialog yang dilakukan 
melalui pembelajaran atau doa.
21
 
3. Human Trafficking: Wajah Perbudakan Moderen di Kupang  
Perbudakan bukan merupakan fenomena baru di wilayah NTT. Duarte 
Barbosa, geografer Portugis, pada tahun 1518 mencatat budak sebagai salah satu 
komoditas perdagangan, dan institusionalisasi perbudakan diperkenalkan lewat 
hadirnya VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie), perusahaan dagang 
Belanda (Hagerdal 2010). Dalam catatan Salomon Muller pada tahun 1829 di 
Kota Kupang terdapat 1.200 orang budak, dan pasar budak masih ditemukan di 
Maunura (Ende) hingga tahun 1878, meskipun perbudakan sudah dilarang sejak 
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tahun 1860 (Ormeling 1956). Dalam sejarahnya para pedagang yang datang ke 
wilayah NTT membeli tiga komoditas utama: cendana, madu dan budak 
(Hagerdal 2010; Parimarta 2002; Ormeling 1956). Perbudakan secara resmi kini 
cendana nyaris punah; madu laris manis; budak adalah realitas.
22
 Di tahun 2014 
dari 1.021 orang yang ditangani pihak berwajib, sebanyak 605 diduga merupakan 
korban perdagangan orang. Di tahun 2015 sebanyak 1.004 orang yang ditangani, 
sebanyak 468 orang terindikasi korban perdagangan orang. Berdasarkan data yang 
dikumpulkan Insitute of Resource Governance and Social Change (IRGSC), 
pelaku perdagangan orang terbesar dilakukan oleh Perusahaan Penampatan 
Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) sebanyak 61% di tahun 2014, dan 45% 
di tahun 2015. Sedangkan jumlah pelaku yang tidak diidentifikasi sebanyak 17% 
(2014), dan 32% (2015).  
Istilah Human Trafficking di NTT sendiri semakin ramai diperbincangkan 
seiring dengan terjadinya berbagai bentuk kejahatan perdagangan orang. Masih 
teringat di benak kita kasus Nirmala Bonat atau berbagai pemberitaan di media 
massa tentang nasib tenaga kerja wanita (TKW) yang menjadi korban penipuan, 
tindak kekerasan, dilacurkan, bahkan harus ada yang meninggal. Korban paling 
banyak adalah perempuan dan anak, serta NTT menjadi daerah pengirim 
terbanyak di Indonesia.
23
 Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Rumah 
Perempuan, salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berbasis di kota 
Kupang yang bergerak dalam upaya pencegahan maupun penanganan kasus 
Human Trafficking menunjukan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir 
(2014-2016) sudah ada 157 kasus yang ditangani oleh mereka.
24
 Selain itu 
Jaringan Perempuan Indonesia Timur (JPIT) juga mengungkapkan bahwa dalam 3 
tahun terakhir ada 50 kasus perdagangan orang yang mereka tangani.
25
 Jika 
melihat data-data tersebut, maka pasti timbul pertanyaan bagi kita mengapa ada 
begitu banyak orang yang terperangkap dalam kejamnya praktik perdagangan 
orang ini?  
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3.1 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Human Trafficking 
Berdasarkan data yang saya kumpulkan ketika melakukan penelitian, dapat 
dikatakan bahwa semua narasumber penulis setuju bahwa penyebab utama 
terjadinya kejahatan kemanusiaan human trafficking adalah kemiskinan. 
Berdasarkan data dari Rumah Perempuan diketahui bahwa sebanyak kurang lebih 
85% korban human trafficking terjebak karena alasan kemiskinan.
26
 Hal ini tidak 
mengherankan karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik provinsi NTT ada di 
urutan ke-3 provinsi termiskin se-Indonesia.
27
 Hal inilah juga yang kemudian 
dikritisi oleh ketua Majelis Sinode GMIT, Mery Kolimon ketika diwanwanacarai 
mengenai penyebab terjadinya human trafficking. Beliau mengatakan bahwa 
selain kemiskinan, ada juga pemiskinan. Dimana negara yang seharusnya hadir 
untuk menolong masyarakatanya malah tidak peduli.
28
 Faktor kemiskinan dan 
pemiskinan ini kemudian menyebabkan ketiadaaan lapangan kerja yang memaksa 
banyak orang NTT pergi mencari pekerjaan di luar. Hal ini juga yang 
menyebabkan terjadinya migrasi yang dilakukan secara terpaksa, bukan karena 




Faktor berikutnya yang tidak kalah penting adalah kurangnya ketrampilan 
dan pendidikan bagi mereka yang akan bekerja ke luar daerah ataupun ke luar 
negeri. Kemampuan dan ketrampilan untuk mengerjakan pekerjaan sehari-hari 
atau kemampuan bahasa Inggris atau bahasa resmi yang digunakan di tempat 
mereka di kirim tidak dimiliki. Mereka juga ada banyak yang putus sekolah. Yang 
menarik dari faktor ini adalah ada banyak korban human trafficking yang direkrut 
secara resmi oleh Perusahaan Penampatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta 
(PPTKIS), namun tidak dipersiapkan dengan baik sehingga ketika mereka tiba 
disana mereka dieksploitasi.  
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Faktor selanjutnya adalah budaya patriarki dimana perempuan dianggap 
sebagai kaum yang lebih rendah dari pada laki-laki. Adanya marginalisasi 
terhadap perempuan yang kemudian mendorong mereka untuk mencari sumber 
penghidupan yang lebih baik di luar.  
Faktor berikut ini merupakan faktor yang disebabkan oleh pemerintah, 
yakni penegakan hukum yang sangat tidak tegas secara khusus kepada para 
pelaku. Seperti contoh UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dimana pemerintah 
mewajibkan pekerja migran non-formal, pembantu rumah tangga itu harus melalui 
Perusahaan Penampatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) padahal dari 
pendampingan, dari data-data yang dikumpulkan, pelaku yang mengubah identitas 
itu PPTKIS jadi negara memberikan keluasan kepada PPTKIS sementara negara 
tidak pernah menjamin mereka, negara tidak pernah mengawasi mereka dengan 
baik. Seperti hukuman, UU 39 tahun 2004 sanksinya sangat ringan, sanksinya 
administrasi jadi kalau PPTKIS melakukan proses perektrutan yang tidak sesuai 
prosedur, maka sanksinya administrasi, paling berat penutupan. Sedangkan yang 
terjadi selama ini ditutup, kemudian mereka akan membuka lagi dengan nama 
lain. Ketika semua orang yang hendak bekerja ke luar negeri diwajibkan untuk 
mendaftar melalui PPTKIS dalam kenyataannya selama proses perekrutan itu 
sangat penuh dengan mafia perdangangan orang. 
 3.1 Kerjasama Lintas Agama Untuk Pencegahan Human Trafficking 
Sejauh ini sudah banyak cara ditempuh untuk mencegah terjadinya human 
trafficking di Kupang. Seperti contoh Rumah Perempuan sebagai salah satu 
lembaga yang bergerak di bidang ini sering melakukan sosialisasi kepada berbagai 
lapisan masyarakat maupun lembaga tentang bahaya human trafficking dan juga 
penguatan kapasitas yang dilakukan dengan cara diskusi, lokakarya dan lain 
sebagainya. Kejahatan kemanusiaan ini dianggap sebagai bukan tanggung jawab 
salah satu pihak saja, melainkan tanggungjawab semua pihak baik pemerintah, 
masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga keagamaan. 
Selain itu Jaringan Perempuan Indonesia Timur (JPIT) yang merupakan jaringan 




Indonesia Timur ini juga berkontribusi dalam upaya pencegahan dengan cara 
misalnya dengan melakukan penelitian yang kemudian dipublikasi dengan 
harapan dapat dibaca oleh banyak pihak. Selain itu mereka juga melakukan 
sosialisasi ke kampung-kampung melalui jalur gereja karena sebagain besar 
anggota JPIT Kupang adalah para pendeta dan alumni maupun mahasiswa teologi.  
Sedangkan dalam hal pendampingan kasus, lembaga ini sering bekerjasama 
dengan berbagai instansi terkait dan membantu menghubungi orangtua korban, 
memeriksakan kesehatan bahkan jika dibutuhkan pendampingan sampai ke 
peradilan maka lembaga kami siap membantu, tentu saja dengan bantuan berbagai 
pihak yang tergabung dalam aliansi anti perdagangan orang.
30
 Hal ini pun diamini 
oleh Mery Kolimon selaku ketua majelis Sinode GMIT. Menurut beliau masalah 
ini adalah masalah yang kompleks, sehingga GMIT tidak dapat berjuang sendiri. 
Perlu ada dukungan dan kerjasama dengan berbagai pihak.
31
 Pendeta Mery 
Kolimon sendiri mulai terjun ke dalam upaya pencegahan sejak terjadinya kasus 
sarang burung walet di Medan pada tahun 2012. Pada saat itu menurutnya dalam 
kurun waktu 1 minggu mereka harus menerima 2 jenazah. Hal inilah yang 
kemudian membuat beliau berpikir tentang apa yang harus gereja secara khusus 
Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) lakukan untuk mencegah semakin 
meluasnya tindakan kejahatan perdagangan orang di NTT. Ketika disinggung 
mengenai apa yang sudah dan akan dilakukan oleh GMIT, beliau menjelaskan 
bahwa ini sebuah pekerjaan yang sangat besar. Kami melihat bahwa GMIT harus 
sungguh2 terlibat dalam isu ini, tetapi juga sebenarnya cukup terbatas didalam 
kemampuan menanggapi persoalan besar ini, sehingga dianggap perlu untuk 
bekerjasama dengan berbagai pihak. Kami melihat ada 3 hal: pertama pencegahan 
itu bisa melalui edukasi, komunikasi, informasi, kepada jemaat kita, yang 
mengatakan kepada mereka bahwa pergi mencari kerja di luar itu hak seluruh 
manusia, itu HAM. Tetapi kita harus melengkapi diri dengan informasi yang 
cukup, pendididikan yang mewadai, dan ketrampilan yang cukup supaya kita 
terhindar dari bahaya human trafficking. Menyampaikan kepada mereka hal-hal 
baik yang bisa diperoleh dengan menjadi buruh migran tetapi juga ancaman yang 
ada jika tidak mempersiapkan diri dengan baik. Yang kedua adalah penanganan. 
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Kalau sudah jatuh korban maka apa yang harus dilakukan. Di periode ini secara 
struktur GMIT punya dua badan atau unit yang menangani isu ini, satu namanya 
unit tanggap bencana alam dan kemanusiaan yang satu badan advokasi. Sekarang 
hampir setiap waktu ada orang yang datang melapor di kantor sinode dalam hal ini 
para korban. Baik ketika mereka pulang dan mereka terluka secara fisik, kami 
akan mengantar ke rumah sakit atau membawa mereka ke kantor polisi, mereka 
sudah mengetahui siapa yang akan mendampingi sehingga mereka datang kepada 
kami. Di badan atau unit kami secara jujur kami terbatas dalam hal tenaga, 
sehingga kami harus berjejaring misalnya dengan warga jemaat yang pengacara 
yang juga adalah aktivis LSM. Yang ketiga reintegrasi. Kalau seorang tenaga 
kerja pulang dan berhasil dia dianggap pahlawan namun kalau gagal dia akan 
dicemooh. Kami merasa tugas pastoral gereja ini menjadi penting untuk 
reintegrasi. Sekali lagi, masalah kita kompleks oleh karena itu gereja tidak bisa 
bekerja sendiri, perlu ada kerjasama dengan pihak-pihak lain.
32
 
Tentu saja hal ini tidaklah mudah. Menurut pengakuan koordinator JPIT, 
dikarenakan aliansi yang sangat cair, kita tidak dapat mengorganisir dengan baik. 
Selain itu sampai saat ini belum ada organisasi yang benar-benar ada untuk 
menangani kasus human trafficking secara utuh. Selama ini memang ada banyak 
lembaga yang berperan penting dalam upaya pencegahan. Namun sangat 




Kendatipun demikian, semua usaha yang telah dikerjakan hingga saat ini 
sangat penting untuk diapresiasi. Dalam upaya-upaya tersebut ada beberapa 
lembaga yang mengambil pendekatan lain dalam mencegah kasus ini. Salah 
satunya adalah IRGSC (Institute of Resource Governance and Social Change) 
yang mengambil pendekatan intervensi dalam pengambilan kebijakan.
34
 Lembaga 
yang telah berdiri sejak tahun 2012 ini sejauh ini telah banyak melakukan aksi 
pencegahan isu ini, seperti dialog dengan dinas ketenagakerjaan, Ombdusman, 
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bahkan edukasi kepada jaksa dan hakim tentang undang-undang tindak pidana 
perdagangan orang.
35
Lebih lanjut dalam wawancara dengan koordinator lembaga 
ini, beliau menjelaskan bahwa cara kerja lembaga ini dalam pencegahan human 
trafficking adalah dengan mendalami sebuah kasus secara mendalam kemudian 
dipublikasikan secara meluas sehingga dapat diakses oleh lebih banyak orang.
36
 
Diakui oleh beliau bahwa model pendekatan ini digunakan karena pada dasarnya 
lembaga ini adalah lembaga riset. Dan mereka berharap dapat memberikan 
kontribusi nyata bagi masa depan NTT yang lebih baik. Menurut beliau sekalipun 
lembaga yang dipimpinnya tidak bergerak dalam penyelesaian kasus, namun 
bersama dengan rekan sekerjanya mereka berusaha untuk memberikan intervensi 
dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.  
Ada hal yang menarik dalam upaya pencegahan yang dilakukan oleh 
beberapa lembaga swadaya masyarakat di Kupang, yakni orang-orang yang peduli 
terhadap isu ini bukan saja berasal dari latarbelakang agama Kristen, melainkan 
dari latar belakang agama lain juga. Kendati sebagian besar korban berasal dari 
latar belakang agama Kristen, namun ini tidak menutup kemungkinan bagi mereka 
untuk juga berpartisipasi. Sampai saat ini  selain berbagai kampenye anti 
perdagangan orang yang telah digagas dan dilaksanakan bersama, mereka juga 
telah berusaha dari berbagai bidang untuk menekan laju pertumbuhan tingkat 
perdagangan orang. Salah satunya dengan mengadakan doa bersama di depan 
kantor gubernur NTT yang digagas oleh Aliansi Anti Perdagangan Orang 
(AMPERA) dengan doa yang dipimpin oleh ketua Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) cabang NTT. Diakui oleh Hj. Abdul Karim selaku ketua MUI cabang NTT 
bahwasannya pihaknya sering melakukan masukan-masukan berkaitan dengan 
upaya pencegahan human trafficking. Di samping itu juga beliau seringkali 
menghimbau kepada para ulama yang memberikan ceramah di masjid untuk 
memberikan ceramah dengan content edukasi tentang bahaya perdagangan orang 
dan bagaimana agar jangan sampai umat terperangkap dalam jerat kejahatan 
manusia tersebut. Harapan beliau sendiri terhadap upaya pencegahan human 
trafficking di kota Kupang adalah ini urusan semua agama, karena ini tentang 
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manusia. Human trafficking  tidak mengenal istilah Kristen, Islam, Katolik, 
Hindu, Buddha. Tetapi ini tanggungjawab manusia sebagai bangsa, jadi kita 
berusaha untuk meminimalisir, dengan cara meningkatkan kompetensi tenaga-
tenaga yang dikirim, sehingga disana gaji besar dan tidak diperlakukan semena-




Senada dengan yang diungkapkan oleh salah satu narasumber diatas, 
kedua narasumber  yang lain dalam hal ini ketua sinode GMIT dan koordinator 
JPIT menjabarkan tentang upaya kerjasama yang coba dilaksanakan oleh mereka 
sejauh ini. GMIT banyak menjalin kerjasama terutama dengan gereja katolik. Para 
pendeta, pastor, suster, calon pendeta yang belajar di fakultas teologi. Sekarang 
masa pra-vikaris di GMIT itu panjang, jadi ada teman-teman yang mengorganisir 
untuk tergabung dalam AMPERA yang didalamnya ada JPIT, IRGSC, itu terdiri 
dari berbagai macam orang terutama teman-teman katolik dan protestan. Jadi 
bukan hanya dialog. Jadi misalnya begini, kami menghadapi korban, yang datang 
melapor di kantor sinode. Tapi kita tidak punya tempat untuk menampung. Di 
JPIT kadang-kadang mereka dapat menampung, ada rumah kami kontrak. Kami 
belum ada shelter, sedang dalam proses. Oleh karena itu tempat yang aman itu 
adalah dengan para suster. Jadi ada jaringan JPIT itu yang pendeta-pendeta dan 
ada Jaringan Relawan Untuk Kemanusiaan (JRUK) itu untuk yang para pastor. 
Nah JRUK dan JPIT ini berelasi dengan sangat baik sekali. Baik untuk pendidikan 
publik (penyadaran) tetapi juga untuk penanganan korban. Jika ada pertemuan-
pertemuan para frater membuat kantor sinode seperti rumah sendiri. Jadi kami 
rapat bersama, ada pendampingan kasus di pengadilan, kami pergi bersama. Itu 
indah sekali, para calon pendeta dan para suster bekerjasama. Ini oikumene in 
action, in field. It’s not only about talking nice theory but living out, 
menghidupinya. Jadi bagi saya itu oikumene in action.
38
  
Sedangkan di JPIT sendiri lebih sering berkoordinasi dengan kantor sinode 
secara khusus dengan komisi Advokasi Hukum dan Perdamaian. Selain itu 
lembaga ini juga berkoordinasi dengan teman-teman Katolik juga, dengan 
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Seminari Santo Michael, dan susteran SSPS. Hanya saja mereka belum 
menggandeng kawan-kawan Islam. Teman-teman Islam baru sekali, waktu ibadah 
di depan kantor Gubernur, ketua MUI berdoa bersama-sama dengan kami untuk 
human trafficking. Sejauh ini ada seorang pendeta yang sangat luar biasa namanya 
Pdt. Sanep Blegur ketua klasis Amanuban Timur. Beliau waktu itu membuat 
dialog antaragama dengan menjadikan human trafficking sebagai musuh bersama. 
Pada saat itu teman-teman muslim yang ikut berkata kalau untuk pertama kalinya 
kami masuk gereja dan aman, dan untuk pertama kalinya kami ikut dialog 
antaragama tidak tegang. Kami tidak bertarung siapa yang benar dan siapa yang 
salah. Menurut saya beliau luar biasa, melebihi semua klasis yang ada di kota 
Kupang, mungkin karena kondisi mereka yang berdekatan dengan orang katolik 
dan muslim yang akhirnya membuat mereka menjadi kreatif. Jadi mereka mulai 
dengan pendasaran iman semua agama tentang human trafficking, kemudian di 
Focus Group Discussion (FGD) apa yang mereka harus lakukan untuk mencegah 
human trafficking. Sedangkan bentuk kerjasama kami lebih kepada beraliansi, jadi 
apabila ada yang kami butuhkan kami dapat meminta bantuan kepada mereka. 
Contohnya kalau harus dibawah ke peradilan, maka kami butuh perlindungan dari 
komisi advokasi. Kalau butuh pemerikasaan kesehatan, biasanya para suster yang 
membantu untuk itu, dan seterusnya. 
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4. Dialog Kehidupan Melawan Human Trafficking  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, ditemukan bahwa 
sekalipun human trafficking terjadi pada siapa saja tanpa memandang jenis 
kelamin, latar belakang suku, budaya, agama namun sejauh ini korban paling 
banyak adalah perempuan dan anak. Hal ini dimungkinkan karena posisi 
keduanya dalam masyarakat lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki 
sehingga mereka harus rela apabila dipaksa untuk bekerja ke luar sebagai bentuk 
pemenuhan tanggungjawab kepada keluarga. Hal ini tentu saja menjadi celah yang 
sangat baik bagi para trafficker dimana mereka bisa mendapatkan pekerja sektor 
informal dengan harga yang murah tanpa memerlukan ketrampilan yang 
memadai, kerena buruh migran asal Indonesia adalah pekerja dengan bayaran 
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yang paling murah di kawasan Asia.
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 Kerentanan ini jugalah yang membuat 
mereka digunakan sebagai keuntungan untuk diperdagangkan layaknya komoditi. 
Sektor yang paling banyak digeluti adalah sektor jasa dengan kategori informal 
yakni pembantu rumah tangga. Sebelum berangkat mereka diming-imingi gaji 
besar, kondisi kerja yang menyenangkan, dan berbagai kemudahan namun pada 
kenyataanya ketika mereka sudah tiba di tempat tujuan dan bekerja barulah 
mereka menyadari bahwasanya mereka telah ditipu karena semua yang dijanjikan 
tersebut tidak pernah terjadi. Sebaliknya mereka harus berhadapan dengan 
kenyataan bahwa mereka harus bekerja sekitar 20 jam per hari dengan gaji yang 
sangat rendah bahkan tidak jarang mereka tidak menerima gaji sepeser pun. 
Belum lagi ditambah dengan perlakuan dari majikan yang seringkali bertindak 
semena-mena terhadap mereka, dimana sering terjadi eksploitasi seksual. Dilain 
pihak ada sektor lain yang juga dominan yaitu pekerja seks komersial yang mana 
para korbannya adalah mereka yang juga diiming-imingi pekerjaan yang baik 
dengan gaji yang menjanjikan. Namun pada kenyataannya yang terjadi adalah hal 
yang benar-benar berbeda. Mereka dieksploitasi layaknya bukan manusia. 
Jika hingga saat ini kejahatan ini masih berkembang dengan baik, ada 
beberapa hal yang mendukungnya, yakni adanya celah hukum dimana kurang 
tegasnya pemberlakuan hukum terhadap para pelaku sehingga mereka masih dapat 
bergerak bebas dan terus melakukan kejahatan ini. Hal ini tentu saja sangat 
disayangkan, sebab pemerintah yang seharusnya mengayomi masyarakatnya 
justru tidak mampu memberikan perlindungan terbaik sehingga masih terjadi 
kecolongan disana-sini. Hingga saat ini masih banyak dari pihak pemerintah yang 
harus dibenahi, secara khusus pada bagian penegakan hukum. Selain itu 
kurangnya perhatian dari pemerintah itu sendiri kemudian dimanfaatkan oleh para 
pelaku untuk tetap melakukan praktik kejahatan kemanusiaan ini. Memang benar 
bahwa sudah ada peraturan yang diterbitkan oleh instansi terkait, namun dalam 
realita pelaksanaan masih ditemukan banyak sekali kompromi dengan para 
pelaku, bahkan seperti yang dikatakan oleh koordinator JPIT bahwasannya 
Undang-Undang No 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga 
kerja Indonesia di luar negeri pun dalam implementasinya belum cukup membuat 
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para pelaku untuk berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan ini. Karena 
sanksi yang diberikan begitu ringan, yakni hanya sanksi administrasi sehingga 
penyelesaiannya pun tidak membutuhkan waktu yang lama. Di lain pihak, selama 
ini regulasi yang ada belum cukup ramah kepada para korban. Mereka terkadang 
pulang dengan kondisi yang sepatutnya terjadi kepada mereka, namun pemerintah 
cenderung lamban dalam memperhatikan mereka.  
Penyebab utama lainnya adalah kemisikinan dan kurangnya ketersediaan 
lapangan kerja yang memaksa banyak orang untuk akhirnya pergi bermigrasi, 
mencoba peruntungan di luar daerah karena berharap dapat memperbaiki ekonomi 
keluarga. Hal ini layaknya lingkaran setan yang tidak ada ujungnya. Mereka 
terperangkap karena kemiskinan dan mereka masih harus menderita selama 
diperdagangkan dan bahkan setelahnya. Pada saat seperti inilah para calo datang 
dan mengumbar janji-janji manis seperti layaknya orang yang berbaik hati untuk 
menolong padahal sebenaranya memiliki agenda tersembunyi. Namun karena 
ketidakpekaan dari korban dan sebagian besar dari mereka tidak mengetahui 
informasi tentang bahaya human trafficking maka dengan senang hati mereka 
menerima tawaran dari para calo tersebut. Dari faktor-faktor yang ada ada ini ada 
banyak yang sangat disayangkan karena pada dasarnya pelaku human trafficking 
ini bukan saja para calo. Tidak jarang orang terdekat korban sendiri seperti 
orangtua, saudara, dan tetangga yang menjerumuskan mereka ke dalam praktik 
perdagangan orang. Tidak hanya itu saja, ada banyak juga para calo pelaku yang 
adalah petugas PTKIS resmi, ataupun aparat pemerintah. Tentu saja kenyataan ini 
cukup menyakitkan. Bagaimana tidak, banyak pihak sedang berusaha untuk 
mencegah namun ada banyak juga yang seharusnya ikut serta mencegah justru 
sebaliknya ikut melestarikan kejahatan kemanusiaan tersebut hanya karena iming-
iming harta yang berlimpah.  
Selain itu faktor ekonomi global juga merupakan salah satu faktor yang 
berpengaruh, dimana standar hidup manusia disesuaikan dengan apa yang 
ditampilkan di televisi bahwa untuk dapat dikatakan sejahtera maka sebuah rumah 
haruslah memiliki televisi, lemari pendingin, Air Conditioner, mesin cuci dan 




sedemikian rupa untuk memenuhi ekspektasi mereka tersebut. Atau pergaulan 
remaja dan pemuda yang menunjukan perilaku hedonisme sekalipun pada 
kenyataanya orangtua mereka tidak mampu untuk membiayai sehingga ketika 
para calo datang dan menawarkan kesempatan untuk bekerja sedikit tetapi 
berpenghasilan besar maka mereka merasa bahwa itu adalah jalan yang terbaik.
41
  
Tentu saja persoalan ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut sebab korban 
yang jatuh sudah terlampau banyak dan sudah saatnya bagi semua pihak untuk 
bergandengan tangan berusaha sedemikian rupa untuk menyelesaikannya. 
Kesadaran akan tanggungjawab bersama ini kemudian dapat menjadi pintu untuk 
terjalinnya dialog kehidupan, dimana orang tidak lagi duduk bersama dan 
memperdebatkan Tuhan siapa yang paling benar melainkan bertanya pada diri 
sendiri apa yang dapat saya dan kami berikan sebagai kontribusi nyata bagi 
penyelesaian suatu masalah bersama. Karena bagaimanapun juga persoalan ini 
bukan milik suatu golongan atau agama atau ras tertentu. Sebaliknya ini ada 
permasalahan kita bersama sebagai manusia. Sehingga di kota Kupang secara 
khusus, berbagai lapisan masyarakat dari suku, ras dan agama yang berbeda 
bersatu untuk memerangi kejahatan kemanusiaan ini. Penulis sendiri pada 
dasarnya sangat mensyukuri kenyataan bahwa ditengah ketidakpedulian 
pemerintah dan sebagian masyarakat, masih ada pihak yang tergerak hatinya 
untuk bersama-sama memberantas tindak kejahatan kemanusiaan ini.  
Sejauh ini sudah banyak hal yang telah diupayakan, seperti memberikan 
sosialisasi di desa-desa yang rentan menjadi sasaran empuk para trafficker tentang 
bahaya perdagangan orang, penguatan kapasitas, pembangunan jejaring dengan 
pihak-pihak terkait dalam hal ini pemerintah setempat dan sebagainya. Hal ini 
menjadi penting karena ketika berhadapan dengan upaya untuk menyelesaikan 
permasalahan ini, orang yang terlibat di dalamnya sudah tidak mementingkan 
identitas primodial, melainkan mengedepankan tanggungjawab bersama. Mereka 
benar-benar mempraktikan apa yang disebut Karl Rahner sebagai globally 
responssible dialogue, yang mana semua pihak yang terkait didalamnya mulai 
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mempertanyakan tanggungjawab etis masing-masing terhadap permasalahan ini.
42
 
Dalam pelaksanannya tentu saja tidak mudah karena harus menyamakan 
perspektif terhadap tujuan bersama dan harus merangkul sedemikian rupa 
sehingga semua yang terlibat di dalamnya dapat memberikan sumbangsih terbaik 
dari dirinya. Gambaran ini berkoresponsden dengan teori tentang dialog praksis 
yang dikemukakan oleh Izak Lattu yakni dialog antaragama yang berbasis 
tindakan tidak menggunakan ruangan formal, namun menggunakan ruang publik 
terbuka
43
 bahwa dialog tersebut dimulai dengan praksis yang melahirkan 
komitmen dan dari komitmen tersebut bersama merumuskan cara untuk 
berkoordinasi. Hal yang penting adalah mungkin cara yang digunakan untuk 
merespons suatu persoalan berbeda tergantung masing-masing pihak, namun 
dibalik semuanya itu mereka semua memiliki panggilan yang sama yakni untuk 
menyelesaikan persoalan ini.  
Oleh sebab itu menurut hemat penulis berdasarkan Pontificial Council for 
Interreligious Dialogue yang mana mengelompokkan dialog ke dalam 4 bentuk, 
yakni dialog kehidupan, dialog aksi, dialog teologi dan dialog pengalaman,  
bentuk kerjasama yang sudah terjalin lebih mengarah kepada dialog aksi. Dimana 
semua pihak yang terlibat berkerjasama untuk peningkatan martabat dan 
kebebasan manusia. Tetapi tidak hanya itu saja ada juga semangat untuk hidup 
bersama berbagai suka dan duka juga persoalan-persoalan kemanusiaan. Sehingga 
bentuk kerjasama ini boleh dikatakan sebagai percampuran antara dialog aksi dan 
dialog kehidupan.  
Pada dasarnya berdasarkan penelitian di lapangan, sejauh ini upaya 
pencegahan yang coba digagas dan telah dilakukan dapat dikatakan baik adanya. 
Namun masih ada yang cukup disayangkan ketika isu serumit dan sekompleks 
human trafficking masih dijadikan sebagai isu sampingan oleh berbagai lembaga 
swadaya masyarakat maupun lembaga keagamaan. Bahkan ada lembaga 
kerukunan umat beragama yang menganggap bahwa persoalan ini bukanlah 
sebuah persoalan yang urgent yang sangat membutuhkan perhatian semua pihak. 
Sebagian besar lembaga-lembaga baik swadaya masyarakat maupun keagamaan 
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masih enggan berfokus pada masalah ini dengan dalih sudah ada banyak lembaga 
yang bekerja untuk isu ini sehingga tidak perlu lagi ada lembaga lain yang 
mengerjakan hal yang sama. Padahal persoalan ini tidak dapat dipandang sebelah 
mata karena sistem kerja mereka yang berjejaring, terstruktur dan non-stop 
sehingga kalau upaya kita hanya berharap pada apa yang dikerjakan lembaga lain 
maka mustahil persoalan ini dapat diatasi atau paling tidak dikurangi.  
Kendatipun demikian, penulis sangat berharap bahwa perjuangan untuk 
menyelesaikan persoalan ini akan tetap dilanjutkan secara bersama-sama karena 
penulis berkeyakinan bahwa dengan bekerja bersama-sama kita dapat saling 
melengkapi dan dialog kehidupan itu dapat terwujud. Harapan lain dari penulis 
adalah pemerintah dapat lebih memperhatikan isu ini dan mulai melakukan upaya 
yang nyata untuk mencegah dan menangani korban dari kejahatan ini. Karena 
bagaimanapun juga ini adalah juga tanggungjawab pemerintah untuk melindungi 
dan memberikan rasa aman bagi masyarakatnya.  
5. Penutup: Kesimpulan dan Saran 
Pada dasarnya persoalan human trafficking adalah persoalan yang 
kompleks yang membutuhkan perhatian semua orang. Para pelaku tidak 
memandang korban dari agama apa, latar belakang budaya dan ras apa. Bagi 
mereka yang utama adalah bagaimana mereka dapat menjual seseorang dan 
meraup keuntungan sebesar-besarnya. Permasalahan ini juga tentu saja bukan 
hanya tanggungjawab segelintir orang melainkan tanggung jawab kita semua 
sebagai sesama manusia. Oleh karena itu setiap upaya yang telah dilakukan 
hendaknya diteruskan dan alangkah baiknya jika dapat ditingkatkan sehingga hasil 
yang dicapai pun lebih maksimal.  
Dalam upaya pencegahan, perlu adanya kerjasama dengan berbagai pihak 
sehingga yang dijangkau lebih banyak dan tentu saja ini akan menekan laju 
pertumbuhan jumlah korban setiap waktunya. Hal ini tentu tidak mudah namun 
jika semuanya menyamakan perspektif bahwasanya ini adalah tanggungjawab kita 




Kupang tentu ada, dan yang paling utama tujuan untuk memberantas atau paling 
tidak mengurangi jumlah korban dapat tercapai.  
Pada akhirnya upaya pencegahan yang telah dan akan dilakukan dapat 
dijadikan contoh sebagai bentuk dari perpaduan antara dialog aksi dan dialog 
kehidupan yang mulai dari mempertanyakan pada diri sendiri apa yang dapat saya 
dan kami berikan sebagai kontribusi nyata bagi penyelesaian masalah ini dan 
kemudian bersama-sama merumuskan komitmen akan harapan menjadi lebih 
baik. Memang sampai saat ini masih belum sempurna, ada banyak kekurangan 
disana-sini namun hendaklah hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi kesatuan 
semua pihak dalam upaya mencegah kejahatan human trafficking di Kota Kupang. 
Oleh karenanya rekomendasi penulis adalah agar lembaga-lembaga terkait dapat 
menjalankan dialog kehidupan sehingga tidak ada lagi kesan saling menunggu 
siapa yang harus terlebih dahulu bergerak. Sebaliknya bersama-sama menjunjung 
tinggi semangat hidup bersama dalam suka-duka dan kepedulian akan persoalan 
bersama.  
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan adanya sebuah 
lembaga yang benar-benar fokus pada isu human trafficking yang mana program-
programnya mencakup pencegahan hingga penanganan. Sebab hingga saat ini 
belum ada lembaga seperti itu, padahal kita tahu bersama bahwa isu ini bukanlah 
isu yang kecil sehingga jika ada lebih banyak lembaga yang terlibat akan semakin 
baik. Selain itu kerjasama antar lembaga swadaya masyarakat dengan agama 
maupun lembaga agama yang satu dengan yang lain dapat ditingkatkan lagi baik 
dari secara kuantitas maupun kualitas. Dalam hal ini perlu ada kerjasama yang 
lebih sering dan mendalam, secara khusus dalam upaya pencegahan seperti halnya 
melalui mimbar-mimbar gereja maupun masjid, pura, wihara dan kegiatan sosial 
lainnya isu ini dapat dijadikan sebagai bahan refleksi bersama. Sehingga ini dapat 
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